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Tesisini membahas mengenai penetapan beberapa penyimpangan terkait persatuan harta kekayaan yang
disepakati oleh pasangan suami dan istri, yang dibuat dalam bentuk Perjanjian Kawin, sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. dimana sebelum
berlakunya Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Nomor:
472.2/5876/DUK CAPIL tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Kawin tertanggal 19 Mei 2017, Perjanjian
Kawin hanya dapat dibuat sebelum dan pada saat Perkawinan, namun setelah keluarnya Surat Direktur
Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri, Perjanjian Kawin dapat dibuat
sebelum, pada saat, dan selama perkawinan berlangsung. Adapun permasal ahan yang diangkat dalam tesis
ini adalah mengenai Penetapan Pengadilan Tangerang Nomor 874/Pdt.P/2017/PN.Tng tertanggal 1
November 2017, yang diperlukan terkait permohonan pencatatan perkawinan yang dicatatkan saat
perkawinan dilangsungkan; dan, status harta perkawinan sebelum dan setelah dicatatkan di Dinas

K ependudukan dan Catatan Sipil. Untuk menjawab permasal ahan tersebut digunakan metode yang
digunakan dalam tesisini adalah Y uridis-Normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Adapun
Analisa data dilakukan dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case
approach). Analisadidasari padafungs dari Penetapan Pengadilan terkait pencatatan perjanjian kawin
selama perkawinan dilangsungkan setel ah dikeluarkannya Surat Direktur Jendral Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Nomor: 472.2/5876/DUK CAPIL dan akibat hukum yang
mungkin akan terjadi dari pencatatan perjanjian kawin selama perkawinan berlangsung. Hasil penelitian
adalah bahwa padatanggal 19 Mei 2017, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah mengakui adanya
pencatatan perjanjian kawin setelah perkawinan dilangsungkan dan tidak mensyaratkan perlunya penetapan
dari Pengadilan Negeri, serta akibat hukum dari pencatatan perjanjian perkawinan seperti ini adalah
dipenuhinya unsur publisitas menjadikan pihak ketiga ikut tunduk kedalam Perjanjian Kawin.

...... This thesis discussed the establishment of several deviations regarding wealth affiliation between
husband and wife that defined in the Marriage agreement, stated in Article 29 Law No. 1 of 1974 about
Marriage. Before the creation of General Director Letter of Population and Civil Registration Agency
(DUKCAPIL) No: 472.2/5876/DUKCAPIL on the Report Registration of Marriage Agreement, dated Mei
19th, 2017, marriage agreement could only be created before or on the marriage itself, but after the release
of General Director Letter Population and Civil Registration Agency (DUKCAPIL), marriage agreement
could be created before the day, on the day and during the marriage ceremony. Therefore, the problem that
specified in thisthesis is about the stipulation of Tangerang District Court No. 874/Pdt.P/2017/PN.Tng dated
November 1st, 2017, about the need for a pleain registering marriage that registered during the marriage
ceremony and the status of marriage wealth before and after registered to Population and Civil Registration
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Agency (DUKCAPIL). To answer the problem, Juridical-Normative method is used with descriptive
typology research. The data analysis method that is used is the statute approach and case approach. The
anaysis were based on the function of the establishment of court regarding the registration of marriage
agreement during the marriage ceremony after the letter of General Director of Population and Civil
Registration Agency (DUKCAPIL) No: 472.2/5876/DUKCAPIL isissued. And also the law consequences
that might happened to the registration of the marriage agreement during the marriage ceremony. The result
of thisresearch isthat on May 19th, 2017, Population and Civil Registration Agency (DUKCAPIL) is
already admitted the registration of marriage agreement during the marriage ceremony and did not give any
requirement from the national court. Also, the consequences of the marriage agreement like this are full of
publicity that makes the third party should obey the Marriage Agreement.



